BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 113 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah dan pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual, maka
Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis
Akrual Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;

|

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomeor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



Menetapkan

3.

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 2083);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor
Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021
Nomor 1);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022
Tahun 6);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pemerintahan Daerah adalah bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang  menjadi

kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kabupaten Purwakarta,

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan

kewajiban.
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Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan
keuangan daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum
daerah.

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan
setara kas pada Bendahara Umum Daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah
Daerah  Kabupaten  Purwakarta selaku  pengguna
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini adalah Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Purwakarta.

Akuntansi adalah  proses identifikasi, pencatatan,
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi
dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta
penginterpretasian atas hasilnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disebut
SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan
dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang
selanjutnya disebut SAP berbasis akrual adalah SAP yang
mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas
dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui
pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan
dalam APBD.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disebut SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur,
penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk
mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi
sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan
organisasi pemerintahan daerah.

Bagan Akun Standar yang selanjutnya disebut BAS adalah
kode perkiraan buku besar akuntansi yang terdiri dari
kumpulan akun nominal dan akun riil secara lengkap yang
digunakan di dalam pembuatan jurnal, buku besar, neraca
lajur, neraca percobaan, dan laporan keuangan.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
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pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan
saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. '

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara
kas diterima atau dibayar.

Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang
mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis
kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis
akrual.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik
spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria
pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan
akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi
unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja,
pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan
termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang
bersangkutan.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk
mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan
keuangan.

Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan
secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban
pemerintah atas pelaksanaan APBD berupa Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan
Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disebut LRA
adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA,
pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran,
yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya
dalam satu periode.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya

disebut LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi
kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri
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dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang
dan ekuitas dana pada tanggal tertentu,

Laporan Operasional yang selanjutnya disebut LO adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh
kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang
tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit
operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya
disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Arus Kas yang selanjutnya disebut LAK adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu
periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada
tanggal pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disebut LPE
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal,
surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut
CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu
pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan
LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri
dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas
pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-
Jawaban berupa laporan keuangan.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas
Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang
menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar
kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih
dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah
daerah.
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Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi
jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas,
yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau
timbulnya kewajiban.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang
dalam penganggaran pemerintah daerah terutama
dimasukkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan
surplus anggaran.

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak
memperkenankan pencatatan secara necto penerimaan
setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi
atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran
setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan
pengeluaran.

Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD
adalah sistemn yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Teknis
Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan pada umumnya.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan
saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara
kas diterima atau dibayar.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari
peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi
dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh,
baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta
dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya
non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi
masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat
diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta
dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau
jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak
atas kekayaan intelektual.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan
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dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum.

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan
pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional
pemerintah daerah selama satu periode akuntansi.

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan
pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan
pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak
termasuk dalam setara kas.

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan
diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam
jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan
pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas
operasi, investasi, dan pendanaan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan Aset Tak
Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa
manfaatnya.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang
setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
pemerintahan,

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih
yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan
yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset
dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana Cadangan adalah dana yang disisthkan untuk
menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif
besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun
anggaran.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa
lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar
sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah
daerah.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar
akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas
menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir
periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan,
piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya
perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada
transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala
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daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah
pada bank yang ditetapkan.

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban
luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang
bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering
atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh
entitas bersangkutan.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh
manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat
sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat. Ekuitas adalah kekayaan
bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan
kewajiban pemerintah.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera
dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua
belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang
dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan,

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang
yang tidak termasuk dalam investasi permanen.

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan
tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi
laporan  keuangan periode Dberjalan atau periode
sebelumnya.

Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada
pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak
termasuk dalam nilai kontrak.

Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun
yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan
entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-
akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas
pelaporan konsolidasian.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang
dalam proses pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara
khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi
yang berhubungan erat satu sama lain atau saling
tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau
tujuan atau penggunaan utama.

Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak
untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi
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untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi
yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan
keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan
keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu
entitas pelaporan tunggal.

Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang
diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Masa manfaat adalah Periode suatu aset diharapkan
digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau
pelayanan publik atau Jumlah produksi atau unit serupa
yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas
pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang
digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang
Rupiah.

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya
atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi
keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar
laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat
atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan
dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji
terjadi.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang
mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang
mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan.
Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan
perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas
dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi
sesudah perolehan awal investasi.

Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang
dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan
pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset
investasi pada saat perolehannya.

Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat

berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan
obligasi.

Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari
penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara
pihak-pihak yang independen.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat
diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah
dikurangi taksiran biaya pelepasan.
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Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian
kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan
untuk melakukan transaksi wajar.

Biaya Pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang harus
ditanggung oleh pemerintah daerah sehubungan dengan
peminjaman dana.

Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak
konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau
memberikan jasa konstruksi.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu
aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets)
selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset,
yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah
dikurangi akumulasi penyusutan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung
kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-
barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk
menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai
akibat peraturan perundang-undangan.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang
investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan
merupakan anak perusahaan maupun joint venture dari
investornya.

Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum
dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam
kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran
mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat
likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari
risiko perubahan nilai yang signifikan.

Saldo Anggaran Lebih adalah saldo yang berasal dari
akumulasi SILPA/SIKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya
dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang
diperkenankan.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran selanjutnya
disebut SILPA/SIKPA adalah selisih lebih/kurang antara
realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan
dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu
periode pelaporan.



a97.

98.

99.

100,

101.

102.

103.

104.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih
lebih/kurang antara pendapatan-operasional dan beban
selama satu periode pelaporan.

Surplus/defisit Laporan Operasional selanjutnya disingkat
Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO
dan beban selama satu periode pelaporan, setelah
diperhitungkan  surplus/defisit dari kegiatan non
operasional dan pos luar biasa.

Surplus/defisit Laporan Realisasi Anggaran selanjutnya
disingkat Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang
antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode
pelaporan.

Untung/Rugi Penjualan Aset merupakan selisih antara nilai
buku aset dengan harga jual aset.

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu
periode pelaporan.

Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk
pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang
telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi
kerja.

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu
entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain,
termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh
kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka
kontrak konstruksi.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah dimaksudkan sebagai
acuan bagi pemerintah daerah dalam rangka penyusunan dan
penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 3

Kebijakan akuntansi bertujuan untuk memastikan bahwa laporan
keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta menyajikan
informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat
dipahami.

BAB 111
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup kebijjakan akuntansi meliputi:

1.

Kerangka Konseptual,

2. Penyajian Laporan Keuangan;
3. Laporan Realisasi Anggaran;



Neraca;

Laporan Arus Kas;

Laporan Operasional;

Catatan Atas Laporan Keuangan;

Akuntansi Pendapatan Perpajakan;

Akuntansi Pendapatan Non Perpajakan;

10. Akuntansi Pendapatan Transfer;

11. Akuntansi Hibah;

12. Akuntansi Bantuan Sosial;

13. Akuntansi Piutang;

14. Akuntansi Persediaan;

15. Akuntansi Investasi;

16. Akuntansi Aset Tetap;

17. Akuntansi Properti Investasi;

18. Akuntansi Kerugian Daerah;

19. Akuntansi Aset Lainnya;

20. Akuntansi Kewajiban;

21. Akuntansi Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan
Kebijjakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi
Akuntansi, dan Operasi yang dihentikan;

22. Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan;

23. Akuntansi Dana Cadangan,;

24. Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi;

25. Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasian.

W e o ik LR

BAB IV
PRINSIP KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 5
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas prinsip-
prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan
praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Purwakarta dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan.

Pasal 6
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah dibangun atas dasar
Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi
Pemerintahan, sebagaimana dijelaskan dalam lampiran I
Peraturan Bupati ini.

Pasal 7
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur penyajian
laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka
meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap
anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi,
sebagaimana dijelaskan dalam lampiran II.1 Peraturan Bupati ini.

Pasal 8
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar



penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Daerah
Kabupaten Purwakarta dalam rangka memenuhi tujuan
akuntabilitas, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I1.2
Peraturan Bupati ini.

Pasal 9
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar
penyajian Neraca untuk Pemerintah Daerah Kabupaten
Purwakarta dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas,
sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 1.3 Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar
penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis
mengenai perubahan kas dan setara kas Pemerintah Daerah
Kabupaten Purwakarta. Dengan mengklasifikasikan arus kas
berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan
transitoris selama satu periode akuntansi, sebagaimana
dijelaskan dalam Lampiran II.4 Peraturan Bupati ini.

Pasal 11
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar
penyajian laporan operasional yang memberikan informasi
mengenai seluruh Kkegiatan operasional keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Purwakarta yang tercerminkan dalam
pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional,
sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I1.5 Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar-dasar
penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas
Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi
pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter,
sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran
dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut
angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan, sebagaimana
dijelaskan dalam Lampiran I1.6 Peraturan Bupati ini.

Pasal 13
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar
pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi
pendapatan perpajakan serta penyajiannya dalam laporan
keuangan, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.7 Peraturan
Bupati ini.

Pasal 14

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar
pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi
pendapatan non perpajakan serta penyajiannya dalam laporan
keuangan, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I1.8 Peraturan
Bupati ini.



Pasal 15
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar
pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi
pendapatan transfer serta penyajiannya dalam laporan keuangan,
sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I1.9 Peraturan Bupati ini.

Pasal 16
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar
pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi
hibah serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana
dijelaskan dalam Lampiran II.10 Peraturan Bupati ini.

Pasal 17
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar
pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi
bantuan sosial serta penyajiannya dalam laporan keuangan,
sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.11 Peraturan Bupati
ini.

Pasal 18
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar
pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi
piutang serta penyajiannya dalam laporan keuangan,
sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 11.12 Peraturan Bupati
ini.

Pasal 19
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar
pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi
persediaan serta penyajiannya dalam laporan keuangan,
sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I1.13 Peraturan Bupati
ini.

Pasal 20
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar
pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi
investasi serta penyajiannya dalam laporan keuangan,
sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.14 Peraturan Bupati
ini.

Pasal 21
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar
pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi
aset tetap serta penyajiannya dalam laporan keuangan,
sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I1.15 Peraturan Bupati
ini.

Pasal 22
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar
pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi
properti investasi serta penyajiannya dalam laporan keuangan,



sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I1.16 Peraturan Bupati
ini.

Pasal 23
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar
pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi
kerugian daerah serta penyajiannya dalam laporan keuangan,
sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I1.17 Peraturan Bupati
ini.

Pasal 24
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar
pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi
aset lainnya serta penyajiannya dalam laporan keuangan,
sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.18 Peraturan Bupati
ini.

Pasal 25
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar
pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi
kewajiban serta penyajiannya dalam laporan keuangan,
sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.19 Peraturan Bupati
ini.

Pasal 26
Kebijjakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar
pengakuan, pengukuran dan pengungkapan dalam akuntansi
perubahan kebijakan akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi,
kesalahan, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang
dihentikan, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I1.20
Peraturan Bupati ini.

Pasal 27
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar
pengakuan pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi
peristiwa setelah tanggal pelaporan, sebagaimana dijelaskan
dalam Lampiran I1.21 Peraturan Bupati ini.

Pasal 28
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar
pengakuan pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi
dana cadangan, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I1.22
Peraturan Bupati ini.

Pasal 29
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar
pengakuan pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi
perjanjian konsesi jasa-pemberi konsesi, sebagaimana dijelaskan
dalam Lampiran I1.23 Peraturan Bupati ini.

Pasal 30
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur penyusunan
laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi



Perangkat Daerah dan PPKD dalam rangka menyajikan laporan
keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum demi
meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan
sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran [1.24 Peraturan Bupati
ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31
Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan
daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati
ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32
Pada saat Peraturan Bupati Purwakarta ini mulai berlaku,
Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2022 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (Berita
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 96) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 13 Septemljr 2023

0 ag BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA
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